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Abstract: This thesis is the result of field research on Islamic Law Review Against Debt With Ngambak System in the village of Buran Babat Jerawat Pakal Surabaya. This study was aimed to answer the questions: 1. How is the practice of debts with Buran system ngambak in Hamlet Village Subdistrict Pakal Babat Jerawat Surabaya? 2. How Islamic legal review of the debts with Buran system ngambak in Hamlet Village Subdistrict Pakal Babat jerawat Surabaya?. Results of this study concluded that the debts with Buran system ngambak in Hamlet Village Subdistrict Pakal Babat Jerawat Surabaya, in the view of Islam is legitimate and should be done because it has met the pillars and the terms of debts and do both sides with consensual (antara>d}in). Regarding the difference in the return of the debt, not including the additional prohibited under Islamic law. Due to the excess is merely a form of gratitude debtor to the creditor on loans given and when the contract is not mentioned nominal amount. But with an extra 5% or 10% as required pengambak fish to fish farmers at the time of the contract, if he could not give the fish at maturity (harvest). Then it is not in accordance with Islamic law, since the category of usury. 
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Pendahuluan 
Islam adalah agama yang memberikan aturan-aturan yang jelas, dalam semua hal aturan-aturannya terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Selain masalah ibadah, ada juga masalah mengenai muamalah, yakni masalah hubungan manusia antar manusia lainnya dalam lingkup untuk memenuhi kebutuhan sosial. 
Salah satu dari kegiatan muamalah adalah utang piutang yang dalam fiqih muamalah bisa bearti pinjaman, sedangkan dalam mekanismenya adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang berhutang, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan dalam kurun waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang dengan nilai yang sama.​[1]​ 
Utang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi ‘aqd tabarru‘ yang berasas tolong menolong yang murni dan terlepas dari pemanfaatan yang mengharap pengembaliannya dapat bernilai lebih dari apa yang telah dipinjamkan, karena hal semacam itu sama dengan riba. 
Islam membolehkan utang piutang atau pinjam-meminjam dengan catatan sesuai syariat Islam dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an maupun as-Sunnah. Oleh karena itu, agar utang piutang membawa berkah bagi yang berhutang dan juga yang menghutangi, hendaklah memperhatikan aturan-aturan dan etika dalam utang piutang seperti: 
1.	Mencatat (membukukan) utang piutang
2.	Berhutang di waktu yang mendesak saja
3.	Menghindari utang yang mengandung unsur riba
4.	Berhutang dengan niat yang baik dan akan segera melunasinya
5.	Mendoakan kebaikan bagi yang meminjami kala membayar hutangnya serta memberikan penangguhan waktu kepada orang yang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo.​[2]​
Transaksi utang piutang beraneka ragam bentuknya, oleh karena itu, orang yang berutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi utang kecuali apa yang telah diutangnya atau serupa dengannya. Bukanlah merupakan suatu persoalan apabila pinjam-meminjam tersebut berupa barang ataupun benda. Misalnya: Pinjam uang Rp. 100.000,- kembali uang Rp. 100.000,- pinjam emas 5 gram kembali emas 5 gram pula,  dan sebagainya sesuai jumlah, macam dan ukurannya, sebab barang atau benda akan dapat seperti semula atau paling tidak akan mendekati seperti semula. 
Adapun pendapat fuqaha zaman dahulu, bahwa utang piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan ‘aqad  tanpa menambah ataupun menguranginya. Karena tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada orang yang berhutang (debitur), dapat memancing pernyataan adanya riba.​[3]​ Padahal riba diharamkan dalam al-Qur’an. Surat al-Baqarah ayat 278-279 : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), ketahuilah  bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.​[4]​ 
Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad utang piutang disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berutang boleh membayar utangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang di utangnya, atau menambah jumlahnya, atau menjual rumahnya kepada orang yang memberi utang.​[5]​ Oleh karena itu utang piutang merupakan hal yang kadang diperlukan dalam hidup dan di kehidupan manusia sehari-hari atau bahkan untuk menunjang kelangsungan hidupnya di hari yang akan datang, maka Islam memberikan petunjuk dan peraturan dalam masalah ini, hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam bisa saling menolong dan diharapkan dari aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. 
Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Buran. Mereka bekerja sebagai petani ikan di tambak guna memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun tambak yang mereka miliki tidak semua milik sendiri, ada tambak yang mereka beli dari orang lain untuk digarap. Namun di Dukuh Buran ini, para petani tambak kesulitan mendapatkan uang untuk menggarap tambak yang begitu banyaknya. Sehingga mereka meminjam sejumlah uang kepada “Pengambak” untuk menggarap tambaknya. Pengambak disini merupakan sebutan bagi orang yang meminjamkan uang kepada petani ikan di Tambak yang merupakan simbol dari bahasa masyarakat Dukuh Buran dalam hal utang piutang di bidang pertambakan.​[6]​ 
Sedangkan yang dimaksud dengan praktik utang piutang dengan sistem “ngambak” adalah misalnya: A (petani ikan) sedang B (pengambak). A meminjam uang kepada B sebesar Rp. 1.500.000,- untuk menggarap tambak, lalu si B meminjami uang kepada si A dengan syarat harus dikembalikan dengan ikan bandeng 2 dobong pada saat panen. Dengan demikian si A harus mengembalikan uang kepada si B dengan ikan bandeng 2 dobong pada saat panen, padahal kalau ikan tersebut dijual 1 dobongnya itu dihargai Rp. 980.000,- sehingga jika dijumlah 2 dobong harganya sekitar Rp. 1.960.000,-. Padahal, utang awal yang diajukan petani tambak sejumlah Rp. 1.500.000,- Dalam hal ini terdapat selisih antara hutang dan pengembaliannya.Yang dimaksud “dobong” disini ialah keranjang besar yang khusus untuk menampung ikan dari hasil panen, yang mana satu keranjang besar berisi kurang lebih 70 kilogram ikan. Apabila ikan tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo (panen), maka petani ikan akan memberikan ikan pada musim panen berikutnya, dengan menambah 5% atau 10% ikan. 
Oleh karena itu, dengan adanya selisih atau tambahan dalam pengembalian utang tersebut, Apakah praktik utang piutang dengan sistem ngambak yang terjadi di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya sudah sesuai dengan unsur-unsur muamalat?. Sedangkan utang piutang secara umum bertujuan tolong menolong antar sesama tanpa memberatkan yang lain atau melakukan unsur-unsur yang merugikan. Telah dijelaskan dalam prinsip-prinsip muamalat bahwa segala sesuatu harus dilaksanakan dengan memelihara nila-nilai keadilan tanpa merugikan satu dengan yang lain, menghindari unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan serta menghindari unsur penipuan.

Utang Piutang dalam Islam 
Utang piutang (qard}) menurut bahasa artinya al-qat‘u (memotong).​[7]​ Sedangkan menurut istilah, qard{ adalah menyerahkan harta kepada orang yang meminjam dengan meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih utang piutang (qard{) dikategorikan sebagai ‘aqd ta‘awun atau akad saling tolong menolong dan bukan transaksi komersial.​[8]​ 
Adapun beberapa pendapat mengenai pengertian utang piutang  (qard{) menurut para ulama, antara lain: menurut Hanafiyah dan Syafi’iyah, qard{ adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali​[9]​, Menurut ulama Malikiyah, qard{ adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.​[10]​ Menurut ulama Hanabilah, qard{ adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya, dan menurut Sayyid Sabiq qard}} adalah harta yang diberikan oleh pembelri utang (muqrid}) kepada penerima utang (muqtarid}) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqrid}) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.​[11]​ 
Utang dibolehkan dalam Islam karena guna membantu seseorang yang membutuhkan, adapun dalam Al-quran telah dijelaskan dan menjadi landasan hukum qard}
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS al-Hadid (57) ayat 11)​[12]​. “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya....”​[13]​ (QS>. Al-Baqarah (2) ayat 282).
Selain dasar hukum dari al-Qur’an di atas, terdapat pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ma>jah sebagaimana berikut: “Dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah Saw bersabda : “Aku melihat pada waktu malam di isra’kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas sepuluh kali lipat, dan hutang delapan belas kali lipat. Aku bertanya: “Wahai Jibril, mengapa hutang itu lebih mulia daripada shadaqah?”, ia menjawab, “Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena kebutuhan”. (HR. Ibnu Ma>jah dan Baihaqi).

Hukum Utang Piutang (Qard})
Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qard} baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia wajib mengembalikannya dengan sejumlah uang yang sama, bukan uang yang diterimanya.​[14]​
Qard} hanya sah dilakukan dengan tujuan menolong orang lain yang membutuhkan, sebaliknya qard} tidak sah dilakukan jika diperuntukkan orang yang tidak membutuhkan.​[15]​ Qard} boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu lebih baik karena meringankan muqtarid}.
Madzab Hanafi menyatakan bahwa qard} yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Muqtarid} haram mengambil manfaat dari qard} dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman lebih jika disyaratkan, kecuali berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk i’tikad baik dan tidak merugikan orang lain maka tidak ada salahnya karena Rasulullah saw memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya.​[16]​
Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad qard} yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan yang dipinjamnya. Mengenai peminjaman harta dari orang yang biasa memberikan tambahan dalam pengembaliannya ada dua pendapat dalam madzab Syafi’i, dan yang paling kuat adalah hukumnya makruh. 
Akad qard} ini tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Karena rasulullah melarang akad salaf (utang) bersama jual beli. Jika dalam hal keuntungan, maka hukum qard} tetap sah tapi keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak ataupun sedikit.​[17]​
Waktu pengembalian utang menurut Malikiyah adalah kapan saja sesuai keinginan si pemberi pinjaman, karena qard{ merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah waktu pengembaliannya adalah ketika sampai batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal, karena menurut pemikiran Malikiyah qard} bisa dibatasi dengan waktu.


Rukun dan Syarat Utang Piutang
Dalam utang piutang (qard{), terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, di antaranya:
1.	‘Aqid, yaitu muqrid} dan muqtarid}.
2.	Ma’qud ‘alaih, yaitu uang dan barang;
3.	Sighat, yaitu ijab dan kabul.
Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan utang piutang adalah :
1.	‘A>qid (orang yang berutang piutang) 
Yang dimaksud Aqid adalah orang yang berutang dan memberikan utang. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka berdua, Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak, adalah merdeka, baligh, berakal sehat, pandai serta dapat membedakan baik dan buruk.​[18]​
2.	Objek Utang (Ma’qu>d ‘alayh)
Ma’qu>d ‘alayh atau objek utang piutang adalah harta berupa harta yang ada padanya, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. Perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.	Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
b.	Dapat dimiliki
c.	Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
d.	Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.​[19]​
3.	Ijab dan Qabul (S}i>ghat al-‘aqd )
Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan, sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. S}i>ghat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan. S}i>ghat akan dinyatakan melalui ija>b dan qabu>l sebagai berikut: 
a.	Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
b.	Antara ija>b dan qabu>l harus ada kesesuaian
c.	Pernyataan ija>b dan qabu>l harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.​[20]​

Etika Dalam Transaksi Utang Piutang
Di samping adanya syarat dan rukun utang piutang, juga terdapat ketentuan mengenai etika yang harus diperhatikan dalam transaksi utang piutang, yaitu:​[21]​
1.	Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
2.	Etika bagi pemberi utang (muqrid{) 
a.	Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
b.	Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
c.	Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
d.	Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo. 
3.	Etika bagi orang yang berhutang (muqtarid{)
a)	Diwajibkan kepada orang yang berutang untuk sesegera mungkin melunasi utangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya.
b)	Pemberi utang (muqrid{)} tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang (muqtarid{) dalam bentuk apapun.
c)	Berutang dengan niat yang baik. 
d)	Jika terjadi keterlambatan pembayaran utang, hendaknya orang yang berutang memberitahukan kepada orang yang memberikan utang.​[22]​	

Berakhirnya Utang Piutang
Utang piutang (qard{) berakhir apabila objek akad (qarad){ ada pada muqtarid{ (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada muqrid{ (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. 
Akad utang piutang (qard{) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yan berakad karena alasan tertentu. Dan apabila muqtarid{ (orang yang berhutang) meninggal dunia maka qard{ atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi qarad{ dapat dianggap lunas atau berakhir jika si muqrid{ (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.

Praktik Utang Piutang dengan Sistem Ngambak di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya
Utang piutang antara petani tambak dengan pengambak yang terjadi di Dukuh Buran berlatar belakang dari pemenuhan kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak untuk pemenuhan kebutuhan pelengkap seperti kebutuhan untuk membeli sepeda baru ataupun membeli barang-barang lainnya yang hanya sebagai pelengkap saja. Kebutuhan petani tambak disini adalah pemenuhan kebutuhan untuk produktifitas tambak mereka, seperti untuk membeli bibit ikan, untuk membeli pakan ikan, untuk membeli pupuk, dan  untuk keperluan perawatan tambak. Sehingga untuk mendapatkan uang demi kebutuhan mereka yang mendesak, jalan yang baik menurut mereka adalah dengan melakukan utang piutang dengan sistem ngambak.​[23]​ 
Yang dimaksud praktik utang piutang dengan sistem “ngambak” adalah misalnya: A (petani ikan) sedang B (pengambak). A meminjam uang kepada B sebesar Rp. 1.500.000,00 untuk menggarap tambak, lalu si B meminjami uang kepada si A dengan syarat harus dikembalikan dengan ikan bandeng 2 dobong saat panen. Dengan demikian si A harus mengembalikan uang kepada si B dengan ikan bandeng 2 dobong pada saat panen, padahal kalau ikan tersebut dijual 1 dobongnya itu dihargai Rp. 980.000,00 sehingga jika dijumlah 2 dobong harganya sekitar Rp. 1.960.000,00. Padahal, utang awal yang diajukan petani tambak sejumlah Rp. 1.500.000,00. Dalam hal ini terdapat selisih antara utang dan pengembaliannya. “perdobong” disini adalah keranjang besar untuk tempat ikan, yang berisi kurang lebih 70 kilogram. Apabila ikan tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo (panen), maka petani ikan dapat memberikan ikan pada musim panen berikutnya, dengan menambah 5% atau 10% ikan bandeng. 
Di dalam praktiknya utang piutang dengan sistem ngambak di Dukuh Buran Kecamatan Pakal Kelurahan Babat Jerawat Kota Surabaya hanya dilaksanakan oleh petani tambak dengan pengambak saja secara lisan dan hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat. Tata Cara pelaksanaan utang piutang dengan sistem ngambak adalah sebagai berikut:
1.	Pemberian Utang
Proses utang piutang dengan sistem ngambak di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya sangatlah sederhana, pihak yang berhutang dapat langsung mendatangi rumah pengambak dengan maksud untuk berhutang guna memenuhi kebutuhan dalam menggarap tambaknya dan dia sanggup mengembalikan hutangnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.​[24]​ Sebelum perjanjian utang piutang dilaksanakan, para pengambak (pemberi utang) membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang berutang. Syarat-syarat tersebut diantaranya: 
a.	Pihak yang berutang harus mempunyai tambak (baik milik sendiri atau menyewa dari orang lain).
b.	Pihak yang berutang harus minimal Rp 1.500.000
c.	Utang tersebut harus dibayar dengan ikan bandeng pada saat panen dengan ukuran/takaran perdobong.
d.	Jika tidak bisa membayar utang pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan maka utang tersebut boleh dibayar pada panen berikutnya denga menambah 5 % atau 10 % ikan bandeng.
Dalam perjanjian utang piutang ini, tidak dilakukan dengan cara tertulis, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan pada pribadi masing-masing.  Dan tidak menggunakan saksi.​[25]​ 
2.	Pengembalian Utang 
Apabila sudah sampai batas waktu pengembalian, yaitu setelah panen tiba, maka pengembalian utang itu harus segera dilaksanakan. Pengembaliannya harus berupa ikan bandeng dengan ukuran/takaran “perdobong”, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam perjanjian utang piutang tersebut. Adapun cara pengembaliannya adalah apabila waktu panen tiba, pengambak (muqrid{) datang langsung ke tempat orang yang berhutang untuk mengambil ikan bandeng hasil panennya sebagai pengembalian utangnya. Begitu juga apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya pada waktu yang telah dijanjikan, maka pengambak memberi keringanan pada orang yang berutang dengan cara, utang tersebut bisa dibayar pada saat panen berikutnya, tetapi dengan syarat menambah 5% atau 10% ikan bandeng.​[26]​ Dengan terbayarnya utang piutang itu, maka berakhirlah perjanjian antara petani tambak (orang yang berutang) dan pengambak (pemberi utang). 












4.	Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Utang Piutang Dengan Sistem Ngambak 
Menurut Muhammad Sururi, utang piutang dengan sistem ngambak adalah sah-sah saja meskipun nantinya pada waktu pengembalian utang tersebut terdapat tambahan karena menurut beliau utang uang dengan pengembalian berupa ikan bandeng dengan ukuran perdobong yang dilakukan masyarakat Dukuh Buran kebanyakan dipergunakan untuk modal dalam menggarap tambak bukan untuk kebutuhan sehari (makan), dan juga pada waktu transaksi tersebut adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai tambahan pinjaman.​[27]​ 
Menurut Ibu Siti Saudah ketua Fatayat mengenai utang piutang dengan sistem ngambak yang dilakukan di Dukuh Buran bahwa praktik tesebut tidak apa-apa karena pada waktu perjanjian pinjaman adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.​[28]​ 
Menurut Bapak Hariyono ketua RT 01 mengenai utang piutang dengan sistem ngambak tidak sah karena pada waktu perjanjian tersebut tidak ada saksi yang mengetahui utang piutang tersebut dan juga terdapat tambahan yang dalam pengembalian utang itu dan menurutnya tambahan tersebut termasuk riba>.​[29]​ 
Menurut bapak KH. Mujiono, bahwa utang piutang dengan sistem ngambak tersebut boleh dilakukan, karena telah memenuhi rukun dan syarat utang piutang meskipun dalam pengembaliannya berupa ikan bandeng dengan standar atau ukuran perdobong. Karena akad tersebut telah disepakati bersama dan dilakukan atas dasar suka sama suka maka sah sah saja. Namun adanya tambahan 5% atau 10% ikan, maka hutang piutang tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena mengarah pada unsur riba>.​[30]​
5.	Dampak Yang Ditimbulkan dari Utang Piutang dengan Sistem Ngambak
Adapun dampak positif dan negatif yang terjadi akibat utang piutang dengan sistem ngambak di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, antara lain: salah satu dampak positif bagi muqtarid{ (petani tambak) adalah mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Disamping hal itu, ada juga dampak negatif yang mereka rasakan yaitu: keberatan dengan adanya tambahan pembayaran apabila mereka tidak dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo.​[31]​ Selain itu pendapatan mereka juga berkurang disebabkan ikan-ikannya yang seharusnya dijual ke pasar menjadi milik muqrid{.  
Dampak positif yang diterima muqrid{ (pemberi utang) adalah dengan tambahan pengembalian pinjaman, mereka merasa mendapatkan keuntungan yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keuntungan tersebut juga bisa diputar kembali dengan menjual ikan-ikan yang mereka dapatkan dari pengembalian utang ke pasar, dan tentunya mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.​[32]​ Adapun dampak negatifnya adalah Dari keinginan muqrid{ untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan sudah menolong untuk memenuhi hajat petani tambak, ternyata dari praktik utang piutang tersebut juga menimbulkan efek negatif, hal ini dikarenakan pihak muqrid{ seakan hanya berorientasi kepada keuntungan yang lebih besar. 

Analisis Hukum Islam terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Ngambak di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya
Setiap utang piutang haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan syarat yang terdapat dalam utang piutang adalah pihak yang berakad, objek akad, i>ja>b dan qabu>l serta tujuan akad.​[33]​ Begitupun yang terjadi pada praktik utang piutang dengan sistem ngambak antara petani tambak dan pengambak di Dukuh Buran, dalam hal ini pihak yang berakad adalah pengambak selaku pemberi utang dan petani tambak selaku pihak yang berutang. 
Utang ini dapat dikatakan utang bersyarat, sebab dalam pelaksanaannya, ada syarat yang dibebankan kepada petani tambak oleh pengambak sebagai bentuk konsekuensi dari pemberian utang, hal ini dikarenakan pengambak memberikan utang kepada petani tambak dengan catatan pengembaliannya harus berupa ikan bandeng dengan ukuran/takaran “perdobong” pada saat panen. Jika pihak yang berutang tidak dapat mengembalikan utang pada saat panen, utang tersebut dapat dikembalikan pada saat panen berikutnya dengan menambah 5% atau 10% ikan bandeng.  Sebagaimana yang telah disyaratkan dalam perjanjian tersebut. 
Utang piutang dengan sistem ngambak yang terjadi di Dukuh Buran, pada umumnya menggunakan cara-cara lama yang hanya didasarkan pada rasa saling percaya dan ikatan persaudaraan yang sangat kuat. Padahal menurut hukum Islam ketika kita bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, sebaiknya ditulis. 
Walaupun transaksi utang piutang dengan sistem ngambak tidak tertulis, tetapi hanya dengan cara lisan, pihak yang berpiutang menulisnya sendiri sebagai catatan baginya mengenai siapa-siapa saja yang berutang, jumlah yang diutangkan dan waktu pengembalian utang. Karena catatan tersebut, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mengingatkan salah satu di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian utang tersebut. Dikhawatirkan salah salah satu pihak ada yang lupa atau khilaf tentang perjanjian utang yang telah disepakati.
Dalam praktiknya, Muhajer selaku petani tambak meminjam uang kepada Kholis (pengambak) sebesar Rp. 1.500.000,00 untuk menggarap tambak, lalu Kholis meminjaminya, dengan syarat kalau panen harus dikembalikan dengan ikan bandeng 2 dobong. Dengan demikian Muhajer harus mengembalikan uang kepada Kholis dengan ikan bandeng 2 dobong pada saat panen, padahal kalau ikan tersebut dijual 1 dobongnya itu dihargai Rp. 980.000,00 sehingga jika dijumlah 2 dobong harganya sekitar Rp. 1.960.000,00. Padahal, utang awal yang diajukan petani tambak sejumlah Rp. 1.500.000,00. Dalam hal ini terdapat selisih Rp. 460.000,- antara utang dan pengembaliannya. Di samping itu apabila ikan tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo, maka petani tambak dapat memberikan ikan bandeng pada panen berikutnya, dengan menambah 5% atau 10% ikan. Perdobong disini maksudnya adalah keranjang besar untuk tempat ikan, yang berisi kurang lebih 70 kilogram. 
Jika diperhatikan sekilas, praktik utang piutang dengan sistem ngambak tampak adanya sedikit penyimpangan, yaitu adanya selisih atau tambahan nilai dari masing-masing pengembalian pinjaman. 
Dan ketika penulis menyinggung mengenai selisih atau tambahan dalam pengembalian utang tersebut, mereka menjawab hal tersebut menjadi hal yang biasa dengan alasan ketika utang (petani tambak) telah dibantu oleh pengambak (pemberi utang) maka sudah wajar ia (petani tambak) mengembalikan utangnya sering kali lebih banyak nilainya daripada jumlah uang yang diterima. 
Jika dikaitkan dengan konsep hukum Islam, selisih atau tambahan yang ada dalam praktik utang piutang dengan sistem ngambak termasuk dalam kategori riba. Karena utang piutang yang mendatangkan manfaat atau keuntungan, merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba. 
Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan atau kelebihan. Sedangkan, riba secara etimologis kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya.​[34]​ Namun yang dimaksud riba dalam ayat al-Qur’an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang. Dengan kata lain, sedikitpun tambahan yang diambil seseorang dalam transaksi utang piutang dan tidak ada transaksi pengganti atau penyeimbang adalah perilaku riba. Sehingga membuat transaksi menjadi ba>ti{l. 
Para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba fadl dan riba nasi’ah. Riba fadl adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualkan dengan ukuran syara’. Sedangkan riba nasi’ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Riba nasi’ah disebut juga riba al-duyun karena terjadi dalam utang-piutang. Ia disebut juga riba jail, yang artinya riba yang diharamkan.​[35]​
Dahulu pada zaman jahiliyah, apabila piutang telah jatuh tempo dan debitur tidak dapat membayarnya maka ia akan menambah jumlah pembayaranya. Demikianlah setiap jatuh tempo. Sehingga piutang yang sedikit menjadi berlipat ganda hingga menjadi besar jumlahnya beberapa kali lipat dari jumlah awal utang. Allah Swt memerintahkan orang yang mampu (debitur) mengembalikan utang dengan sebaik-baiknya, maka tambahan atas jumlah pinjaman tersebut boleh diberikan oleh debitur.​[36]​ 
Imam Hanafi berpendapat, utang (qard{) yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan kebiasaan  atau tradisi yang biasa berlaku, maka tidak apa-apa.​[37]​ Hal serupa juga dikatakan Syaikh Zainuddin al-Malibary dalam kitab Fathul Mu’in, beliau mengatakan bahwa boleh bagi muqrid{ (pemberi utang) menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh muqtarid{ (penerima utang) tanpa disyaratkan sewaktu akad. Misalnya kelebihan ukuran atau mutu barang pengembalian lebih baik daripada yang telah muqtarid{ terima.​[38]​
Bila kelebihan itu merupakan kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya. Maka demikian bukanlah riba> dan diperbolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang. Sebagaimana hadis Rasulullah Saw :​[39]​ “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah Saw pernah mempunyai utang kepada seorang laki-laki, lalu orang itu menagih beliau dengan nada keras sehingga membangkitkan rasa kesal sahabat-sahabat Nabi Saw kepadanya. Akan tetapi Nabi Saw bersabda, Sesungguhnya orang yang mempunyai hak, dia berhak menuntut haknya. Lalu beliau bersabda kepada mereka (para sahabat beliau). Belikanlah seekor unta muda, kemudian berikanlah unta itu kepadanya. Mereka berkata, kami tidak mendapatkan seekor unta yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda, belikanlah unta yang lebih baik untuknya dan berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dalam membayar utang”. (HR. Bukhari).​[40]​ 
Dari hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tambahan yang diperbolehkan dalam utang piutang adalah tambahan yang tidak dijanjikan ketika berakad dan bukan merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang biasa berlaku. Dengan demikian tidak setiap tambahan dalam utang piutang adalah riba, akan tetapi tergantung dari latar belakang serta akibat yang ditimbulkannya. Apabila pinjaman tersebut dikembalikan pengutang lebih dari jumlah utang sebenarnya dan hal itu tidak menjadikan ia terpuruk dan teraniaya maka tambahan tersebut diperbolehkan. 
Meskipun dalam praktik utang piutang dengan sistem ngambak terdapat selisih dalam pengembaliannya, yang merupakan akibat dari syarat pihak kreditur, namun hal itu telah disepakati keduanya ketika berakad dan dilakukan kedua belah pihak dengan dasar suka sama suka (antara>din). Sehingga keduanya saling rid{a> dan tidak ada yang keberatan dan diberatkan. Karena kerid{a>anlah yang menjadikan transaksi tersebut menjadi halal atau diperbolehkan. 
Oleh karena itu selisih nilai pengembalian dalam utang piutang dengan sistem ngambak di Dukuh Buran, bukanlah tambahan yang diharamkan oleh syariat Islam. Dan juga bukanlah untuk menganiaya debitur tetapi merupakan interpretasi dari ayat-ayat al-Qur’an dan tuntunan dari syariat Islam karena nilai uang tidak lagi sama ketika debitur meminjam uang dengan waktu debitur mengembalikan utang tersebu. Pokok pinjaman dapat dinilai sempurna jika diukur berdasarkan nilai riilnya. Hal ini agar antara kreditur dan debitur dalam transaksi utang piutang dengan sistem ngambak tidak ada yang saling z{alim.
Mengenai selisih atau tambahan dalam pengembalian utang merujuk dari hukum Islam bahwa selisih atau tambahan tersebut hanyalah sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih debitur kepada kreditur atas pinjaman yang diberikannya dan sewaktu akad tidak disebutkan jumlah nominalnya. Dengan demikian tidak semua tambahan dalam utang piutang adalah riba>, akan tetapi semua itu tergantung dari latar belakang dan akibat yang ditimbulkannya. Berbeda dengan tambahan 5% atau 10% ikan bandeng yang disyaratkan oleh pengambak kepada pengutang (petani tambak) jika ia tidak bisa mengembalikan utang pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan. 
Dengan adanya tambahan 5% atau 10% dalam akad utang piutang tersebut, itu termasuk kategori riba nasi’ah, karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Meskipun nampaknya para petani tambak rela memberikan tambahan tersebut, tetapi karena tidak semua tambak itu milik petani, ada yang tambaknya menyewa maka itu sangat menyusahkan para petani tambak. Jadi tambahan tersebut mengarah pada unsur riba>. 
Al-Qur’an dengan tegas melarang riba nasi’ah (basar maupun kecil). Sebagaimana disampaikan dalam surat al-Baqarah ayat 278-279: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), ketahuilah  bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.​[41]​
Pada dasarnya, dalam setiap transaksi terutama utang piutang, prinsip keadilan dan keseimbangan harus ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan muncul kez{aliman. Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Beberapa hal yang termasuk dalam kez{alimann, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu. Oleh sebab itu, tambahan nilai dalam transaksi utang piutang dengan sistem ngambak  ini menjurus kepada kez{aliman. 
Seharusnya dalam melunasi utang itu harus dengan cara yang baik. Termasuk cara yang baik dalam melunasi utang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima utang). Karena hal itu sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Dan jika orang yang berutang tidak bisa membayar sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan, maka pihak yang memberi utang sebaiknya memberi tenggang waktu kepada orang yang berutang untuk melunasi utangnya. Karena memberikan tenggang waktu kepada orang yang benar-benar kesulitan dalam melunasi utangnya dibenarkan dalam al-Qur’an dan termasuk salah satu etika dalam utang piutang. 
Menurut pandangan Islam, transaksi utang piutang dengan sistem ngambak, pada dasarnya adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat utang piutang dan dilakukan atas dasar suka sama suka (antara>d{in). Mengenai selisih dalam pengembalian utang merujuk dari hukum Islam bahwa selisih tersebut hanyalah sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih debitur kepada kreditur atas pinjaman yang diberikannya dan sewaktu akad tidak disebutkan jumlah nominalnya sehingga selisih tersebut bukanlah termasuk riba yang diharamkan oleh hukum Islam. Namun dengan adanya tambahan 5% atau 10% ikan bandeng yang disyaratkan oleh pengambak kepada petani tambak jika ia tidak bisa mengembalikan utang pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan, maka dalam praktik utang piutang dengan sistem ngambak yang dilaksanakan di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba. 
Dengan demikian tidak setiap tambahan dalam utang piutang adalah riba, karena hal itu tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkannya, selama tidak menjadikan salah satu pihak teraniaya maka tambahan tersebut diperbolehkan. 

Kesimpulan
1.	Praktik utang piutang dengan sistem “ngambak” di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, merupakan utang piutang antara petani tambak dan pengambak (pihak yang memberi pinjaman uang) dengan pengembalian berupa ikan bandeng. Dengan standar atau ukuran “perdobong” (keranjang besar untuk tempat ikan, yang berisi kurang lebih 70 kilogram), dan ikan tersebut diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu pada waktu panen. Apabila ikan tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo (panen), maka petani tambak dapat memberikan ikan pada musim panen berikutnya, dengan menambah 5% atau 10% ikan. 
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